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Pengantar Redaksi

ali ini Jurnal Ilmiah Governance tampil dengan tulisan
yang melibatkan mahasiswa yang telah menyelesaikan
penulisan studi akhir yakni Skripsi dan Tesis. Keterlibatan
mahasiswa dalam rangka membuat lulusan perguruan
tinggi lebih berkualitas dan menghasilkan karya tulisan
yang bisa diakses oleh publik atau dipublikasikan. Mengingat juga neg-
eri ini masih kekurangan karya ilmiah yang dipublikasikan daam ben-
tuk buku atau jurnal, dibandingkan dengan beberapa negara yang setara
dengan Indonesia. Oleh karena itu Jurnal Governance memberikan ruang
kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya yang terpublikasi.
Kesempatan kali ini jurnal governance menghasilkan karya-karya pe-
mikiran intelektual, produk perguruan tinggi. Berbagai hal menyangkut
politik pemerintahan dibahasa dalam tulisan-tulisan jurnal ini. Sekiranya
semua dapat bermanfaat dalam membangun bangsa dan negara tercinta
ini.

Semoga pembaca mendapat manfaat dari Jurnal ini




SAMBUTAN DEKAN FISIP UNSRAT

g Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Repub-

: S | TS]E ) 1) et e dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989, Menge-
. nai Dasar, Fungsi, dan Tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemam-
puan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewu-
Judkan tujuan pasional. Seangkan tujuan Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutubnya, yaity manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan Keterampilan |, keschatan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab Kemasyarakatan dan kebangsaan.
Semua yang tersirat dalam Dasar. Fungsi dan Tujuan Pembangunan Nasional ini adalah visi yang perlu
digapai oleh institusi Universitas Sam Ratulangi, khususnya Jurusan llmu Pemerintahan FISIP Unsrat
sebagai bagian dari komponen utama Universitas Sam Ratulangi dalam menghasilkan manusia Indonesia
seutuhnya, apalagi era globalisasi dan keberadaan Sulut strategis di pasifik sangat membutuhkan SDM yang
dapat mengembangkan potensi unggulnya. Karena ini bagaimana kita melakukan cara-cara yang tepat untuk
membentuk peserta didik yang berhasil guna.

Dalam rangka itu, kualitas tenaga akademiknya harus selalu diberdayakan agar dapat membina mahasiswa
dengan baik. Jurnal limiah Governance Jurusan limu Pemerintshan FISIP Unsrat ini adalah salah satu wadah
yang tepat mengasah ketajaman sumber daya tenagn akademik di lingkungan FISIP Unsrat. Seyogyanya
Jurnal ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dekan,

Drs. Philep M. Regar, MSi
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SAMBUTAN
KETUA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNSRAT

. k d 2 yang baik adalah bagaimana Kita
TradIS]. a a emls mengembangkan kebiasaan berdis-
kusi, meneliti dan menulis. Kebiasaan ini harus berjalan terus menerus yang nantinya
bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran brilian bagi kepentingan pengembangan
[lmu Pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Karena itu para akademisi di Universitas Ratulangi khususnya Jurusan llmu Pemer-
intahan FISIP Unsrat dituntut untuk dapat berusaha selalu meningkatkan kemampuan
sumber dayanya dalam menghasilkan karya-karya hasil analisanya terhadap pesoalan-
persolan politik pemerintahan di sekitar kita. Media Jurnal Governance yang terbit
secara berkala ini adalah wadah yang membantu para akademisi menuangkan karya-
karya pikimya dengan metode ilmiah.

Semoga segenap akademisi Jurusan llmu Pemerintahan FISIP Unsrat sebagai ilmuan
vang sangat diharapkan, untuk dapat menulis karya ilmiah yang produktif.

Ketua Jurusan,

Dra. Marlien Lapian, MSi

- Bannsose
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',Oleh:
T.A. M. Ronny Gosal

i era otonomi daerah dan pendidikan yvang sekarang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah
at kini pemerintah daerah telah mempunyai kewenangan wntuk mengatur dan mengurus yegala
munm tentang pendidikan di daerahnya masing-masing di selurnh Indonesia. Hal ftu telah tertera
" Mnlang -Undang Nomor 32 Tahun 2004. “Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam selu-
pemerintahan, kecuali dalam kewenangan polmk luar negeri. pertahanan, keamanan, keadilan,
dan ﬁ:kal agama seria kewenangan bidang lain, " Pada era oronomi tersebut kualitas pendidikan
am W ditentukan oleh kebijakan pemerimah daerah. Ketika pemerinial daerah memiliki visi dan misi
baik pada dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas balwa pendidikan di daerah bersangkuian
afu. Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipas-
e itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakar yang well
tidlak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang,

an clan berlakunva otonomi pendidikan di daerah memiliki nilai strategix bagi daerah uniuk berkom-

alam upaya membangun dan memajukan daerali-daerah di seluruh Nusantara, terutama yang berkai-
eyung dengan sumber daya manusia dan alamnya dalam mendobrak kebekuan dan stagnasi yang
dan melingkupi masyarakat selama ini. Begitu juga dengan adanya desentralisasi pendidikan,
daerah baik tingkat kabupaten ataupun kota dapar memulai peranannya sebagai basis pengelo-
lidikan dasar:

wond: Desentralisasi Pendidikan, Peluang, Tantangan.

'pmyebnssarun pemerintahan negarn, pendidi-

i ,mﬂ daerah. Saluh satu hasil dari gelom-
si total inlah lahimya dun Undang-undang
nal otonomi dan UL mengenai Perimban-
anatars Pemerintah Pusat dan Pemerin-
‘Paumbmgm otonomi daerah di Indonesia
-menarik untuk diikuti.Diawali umbangnya
an Orde Baru yang sentealistis, reformasi tata
‘akhimya melahirkan model desentralisasi
asif di dunia. Pemerintah dacrah pada wakty

an langsung menerima sebelus kewenan-
yang harus dilaksanakan Mulai kewenangan
dikan hinggn ketenagakerjaan. Hanya limu
ylng diurusi pemeriniah pusat. Yaitu, ke-

moneter, agama, dan hubungan luar neg-

i luar sebelas kewenangan wajib dun
pgun pemerintah pusat, ity dibagi habis an-
h provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,
hungannya, di antara sebelas kewenangan

wiljib yang diserahkan pada pemerintah kabupsten kots
itu, beberapa ditarik kembali pemerintah pusat. Misalnya,
kewenangan bidang pertanahan. industri, dan perdagan-
gan serta sebaginn kewenangan bidang keschatan dan
pendidikan Instrumen  hukum  penurikan kembali  be-
beraps kewenangan terschut bervarinsi, Mulai Undang-
Undang sektoral, peraturan pemerintah (PP), hingga surat
edaran menteri. Puncak penarikan beberapa kewenangan
itu adalah revisi Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999
tentang Pemerintah Dacrah dan Undang-Undang Nomor
25 Tohun 1999 tentung Perimbangan Keuangan Pusat-
Dacrah, Revisi tersebut kemudian melahirkan Undang-
Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintah Dae-
rah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

Isu-isu yang relevan perlu dikaji secar cermat un-
Wk kepentingan penelition, penctapan kebijakan dan
pendampingan, agoar pelaksanaon otonomi duerah tidak
lagi mengabaikan rasa keadilan mkyat di tingkat daerah,
Selanjutnya, diharapkan dapat diwujudkan pemerintahan
daerah yang demokratis. bernafaskan kerakyatan, den-
gan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat dalam
mencapai ‘masyarakat wargs'/ masyarakat madani’ yang
selanjutnyn tidak akan mengganggu proses integrasi

I ofumminy



bangsa Hasil pendidikan Indonesia selama Orde Baru
adalah manusia-manusin yang dikendalikan dan sekedar
menjadi pengikut-pengikul setin terhadap seatu strukiur
kekuusaan,

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang
yang dopat diurus ofeh pemerintah daerah.Pada bidang
ini, kenyataannya tidak serta-merta segalo sesuatunya
diurus oleh pemerintah doerah. Akan tetapi, dalam hal
pengelofann secara penuh segaly sesuntunya dirancang
-secarn bertahap seiring dengan kesinpan dan Ketersedi-
nan pemenuban persyamtan yang dibutuhkan.Dengan
demikian, otonomi dacrah membawa konsekuensi logis
pada otonomi pendidikan di daerah, khususnys dalam
hal reorientasi visi dan misi pendidikan. Menyadari akan
pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kenyat-
an vang ada, maka dalam rangka menyongsong otonomi
" pendidikan dalam kerangka otonomi daerah dibutuhkan
serangkaian inovasi. Inovasi yang dimaksud, diantaranya
berupa: pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, peran
aktif masyarakat di bidang pendidikan, dan tenaga pendi-
dik yang profesional sertapeserta didik yang berkualitas.

Pembicarsan mengenai otonomi' daerah tidak bisa
dilcpaskan dari nzas desentralisasi yong menjadi lan-
dasan bagi pembentukan pemerintah duerah.Desentral-
isasi adalah prinsip pembelahan wilayah satu negara ke
wilayah-wilayah yang lebih kecil, dan diwilaysh-wilayah
it dibentuk institusi politik dan institusi- administrasi
untuk melayani kebutuhan orng atau masyarakat disatu
tempat. Hal ini penting dilakukan sebub pada dasarnya
pemerintah melaksanakon figa fungsi dasar service.
regulation, empowerment dengan maksud mengantisi-
pasi kebutuhan masyarakat secepat, sedekat, dan setepat
mungkin. Setelah kebijakan desentralisasi Pendidikan
dilnksanakan, ternyata memiliki beberapa dampak bagi
pemerintah dacrah.Dampak yang ditimbulkan bisa berba-
mpuk positif dan berdampak negatif.

Agar dalam pembahasan ini dapat terfokus pada inti
permasalahan maka penulis perlu membatasi masalah.
Ada tiga permasalaban yang perlu disikapi sehubungan
dengan desentraslisasi pendidikan yaitu: (1) Mengapa
kebijakan desentralisasikan pendidikan diperlukan? (2)
Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan de-
sentralisasi pendidikan? (3) Bagaimana cara mengatasi
Permasalahan yang ditimbulkan dari desentralisasi pen-
didikan?

Pembahasun

Desentralisasi Pendidikan Sebagai Tuntutan Rijl
Muasyarakat Reformasi total yang melanda kehidupan
bermasyarakat dan bernegarn dewasa ini telah meminta
perubnhan-perubahan yang mendasar di dalam segnla
aspek kehidupan politik, ekonomidan pengembangan
kebudayaan. Saloh satu anak kandung reformasi, adalah
tuntutan otonomi daerah.Mengapa disebut “tuntutun”, ini
boleh jadi disebabkan pengalaman empirik bangsa yang
sepanjang  scjurahnys temyata  dikendalikan terpusat.
Pemerintuhan, scbagai salahsatu aspek pengendali itu,
mwm&mmm:«wmm

mmanss - 12

batnya, ketika peluang ity jebol, tak adi wacany lafn bagi
dacrah yang paling layak dikembangkan selain otonomi.

‘Pemorintah agaknya, sangat paham hal ini. Ancaman dis-

integrasi, sesuatu yang bagai hantu, tk pelak senantiasa
dicarikan jawabannya ke lembaga-lembaga pemerintah,

Dugaan yang dapat dikemukakan, tentu berkait
dengan keruwetan politik di sekitar pemerintah Sudah
menjadi rahasia umum, segala simpul pertarungan poli-
tik kini, senantiasa mesti dipicu darf hal yang menjadi
substansi urusan.Karena pusal otonomi daerab ini me-
mang tidak sekadar soal pemerintahan. maka variabel
politik inilah ysng justru sangar mewamai perdehatan-
nya, tentu berkuit dengan soul puling krusial, yaitu soal
kewenangan. Bagi sementara pihak, ini mungkin tidak
mengimplikasikan aps-apa, tetapi bila ditelusuri lebih
Jauh, kewenangan inilah yang menjadi bahan “rebutan™
di daerah, antara provinsi dan kabupaten’kota, Dengan
perubahan desain otonomi dari bertingkat menjadi berje-
nis, propinsi dan kabupaten atau Kot akan menjadi dae-
rah otonom yang sedernjal. Pada saat yang sama, titik be-
rut pelaksanaannya diletakkan di Kabupaten/kotn, karena
keduanya lebih dekat ke masyarakat. Ini, lebib karens
pertimbangan penekanan pada peluyanan.Hal yang abai
dilakukan sepanjang scjarnh Orde Baru, kemudian dimana
sesuatu yang diperebutkan, tentu saju pada interes orang
pusut terhadap provinsi. Meski tidak berdasar, mengingat
hingga Kini provinsi masih dapat dipandang memiliki
kupasitas dari sisi manajemen pembangunan, hal ini tentu
saja masuk akal Apalagi untuk mengatur, mengekslorasi
dan nmeksploim sumber days alam, dimana “orang

pusat” binsanya memiliki Kepentingan,

Secm sinis, sejumlah kalangan berangpupan, den-
£an otonomi ini, sama haluya dengan memindahkan KKN
ke daerah. Apalugi nanti tumpuannya di kabupaten/kota,
dimana tentu biaya siluman untuk segala urusan tentu
Jauh lebih murah.

Permasaluhan Dalam Desentralisasi Pendidikan
Meskipun desentralisasi pendidikan bukanlah mens-
pakun sesuatu yang mudah dilaksanakan namun demikian
sejahn dengan arus demokratisasi di dalam kehidupan
manusia, maka desentralisasi pendidikan akan mem-
berikan efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi,
pendapatan dan bisya pendidikan, pemerataan. Manfaat
vang diperoleh daerah dari pelaksanaan otonomi daerah
tentu tidsk hanya dibatasi pada makin besarnyn kekua-
saan politik yang dimiliki pemerintah lokal dan makin
bma*bhhmmunmkpem«hmb
lokal Saleh satu keuntungan yang harusnya diperoleh
adalah perbaikan kualitas pendidikan dengan adanya
Mm bisa lebih berkonsentrasi
mbanghan berbagai keunggulan daerahnya untuk
 dalsm kebijakan pendidikannya.Sayangya,
m«%w pendldm atay manfaat oto-

an desentralisasi pendidikan atau dise-

m masih belum sepenubnys ber-
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a4 Wmd!dikmbdummmjﬁi
mG)Kmdkidms«hpdunhndnkmanl-
n yvang sama dalam penyelenggarnan pendi-
ibku pubednmmm.mmdmdnu

a'mnnmnimupammm
wmmmmmms

3 h&mdmkmlmmlnlayaun—
’ n dacrah sendiri otau ego kednernhan-
mmwmylhgikomﬂymbqkn
mwﬁdkcd&rahuhxmmmkumnr

cTpen whdmxbmynmyerdmhkkeﬂmo-
mwmwmmamhmnmm
ity terlalu eepat.

Karena peran provinsi menjadi sangat tidak signifi-
mmmmmmpmwm
dan para pengamat politik. bagnimana sebenamya ke de-
pan. Sayangnya barangkali para gubernur merasa bahwu
kewenangan yang mengkoordinasi dan kewenangan men-
gawasi itu barangkali dinnggap tidak cukup sehingga ke-
lihatanya para gubernur ity membiarkan saja para bupati
dan walikots melakukan kebijakannys sendiri-sendiri.
terlepas daripada keterknitan dengan kabupaten dan kota
yang lainnya.

Dilaksanakannnya  otonomi  pendidikan atau de-
sentralisasi pendidikan, memiliki beberpa kekuatan atou
kelebihan dan juga kekurarangan atau kelemahan, Apa-
bila suatu dacrah dapat menutupi kelemahan dari sistem
desentralisasi ini maku pelaksanaan desentralisasi pen-
didikan akan mendapatkan hasil yang baik. Kekuatan
kebijakan desentralisasi pendidikan adalah: a. Sudah
mhnkcbi;ahnynngpopulhb Mmlqmdnkun-
mmm«ﬁhuhngﬂpﬂuk.khmmyldﬁm
wakil rakyat yang menduduki Kursi DPR-RI. ¢. Sebagai
hal yang telah lama di tungu-tunga menyusul adanya pe-
mblhmsoshlpolmk,d.xmugmnmgwkup
dengan diterapkannyn anggaran pendidikan sebesar 20
persen dari APBN. ¢. Efisiensi perjatanan anggaran seb-
agai wujud pemangkasan birokrasi, Karena sudah meru-
pakan kebijakan yang populis, desentralisasi pendidikan
Mdidmmwmwmmkhw
susnya masyarakat pendidikan di daerah. Kekuatn lain
yang juga amat mendukung bagi lahimya kebijakan ini
adalah dukungan dari pihak legeslatifl Kekuatantainnya
adalah kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk men-
guhadupi perubahan. Termasuk dalam hal ini adalah ke-
sadaran masyarakat menyikapi desetralisasi pendidikan,
anggota masyurakat amat di tuntut partisipasinya dalam
menjalani perubahan tersebut.

Kekuatan ymmwmw.mm-
kungan dana anggaran pendidikan yang cukup tinggi
di bandingkan anggaran sebelumnya yaitu kurang dari
4% kita berharap anggaran pendidikan yang di sepaka-
tlZO%dlﬁAPBNdljodlkmwhansebom
pengagaran bidang lainnya. Upaya untuk meningkatkan
kualitas pendidikan seiring dengan otonomi pendidikan
sudah seharusnyn dikembangkan secarn terus-menerus
dan berkesinambungan, Secara prinsip, paradigma baru
yang ingin dibangun dun serangkaian pembahasan ini
odalah: Pengelonan Pendidikan Bcrhsis Sckolah.Pada
kerangka otonomi pendidikan. sekolah merupakan pilar
utsma dan rerdepan untuk mewugudkan tujuan pendidi-
kun secara komprehensif. Telah disadari bersama bahwa
upaya mewujudkan sekolah yang mandiri dan kreatif ti-

dak akan pernah teewujud tanpa adanya pemberian keper-

cayaan yang penuh bagi sekolah itu agar dapat mengaktu-
alisasikan potensinya. Untuk itu, sekolah beserta seluruh

perangkatnya segera bangkit menuju kemandirian dan
senantiasa Kreatif dalam melakukin setiap aktivitas, Ada

12- hmamone



beberapa kalangan pemerhati yang khawatir bahwa desen-
tralisasi pendidikan akan menciptakan kesenjangan yang
semakin antara kelompok perserta didik yang kaya den-
gan kelompok peseria didik yang miskin .Bahkan banyak
juga mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa desentral-
isasi pendidikan hanyalah memindahkan penyakit kronis
pendidikan dari tingkat pusat ke dacrah. Apapun yang ter-
jadi desentralisasi pendidikan guns menumbubkan sikap
demokratis,;namun demikian desentralisasi pendidikan
tidak ukan ada artinya tanpadiikuti adanya usaha-usaha
perbaikan pada banyak aspek. Proses desentralisasi pen-
didikan tampaknya adaloh suatu proses yang rumit. Fak-
tor-foktor yang menyebabkan desentralisasi pendidikan
tampak rumit adalah: 1. Desentralisasi pendidikan akan
menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-
_ kebijakan yang konkrit: 2. Desentralisasi pendidikan
juga harus mengelofa sumberdaya dan pemanfaatannyn;
3. Desentratisasi pendidikan jugs harus metatih tenaga
kependidikan dan tenaga pengelota tingkat lapangan yang
profesional: 4. Desentralisasi pendidikan juga harus me-
nyusun kurikulum yang tepat-guna; dan 35, Desentralisasi
pendidikan juga mengelola sistem pendidikan yang di-
dusarkan pada kebudaynan setempat. Adalah sustu gejala
vang umum, bahwa jenjang dan jenis pendidikan dikotok-

kotakkan sedemikian rupa, sehingga mpak satu sama
Inin tiduklah berhubungan. Pendidikan tinggi seolah-olah
tidak berkaitan dengan pendidikan menengah.Demikian
juga dengan pendidikan menengah tidak bedwbtmgun
dengan sebagian pendidikan dasar.Segmentasi jenis dan

jenjang pendidikan ini tumpaknya merupakan hasil dari
sistem birokrsi dan sentratisasi pengelolaan pendidikan.

Duptlt Yang ditimbulkan Otonomi Pendidikan Dan
Upaya Pemecahannya

Desentralisasi pendidikan, merupakan salah satu
cara di masa “pendidikan otoriter” tidak lagi dianut, atau
dengan kata lain masa pendidikan di era otonomi dac-
vah, Era vang dimulai secara formal melalui produk ke-
bijakan otonomi pendidikan perguruan tinggi, Kebijakan

desentralisasi pendidikan yang mengacu pada UL No.
32 tahun 2004 dan No. 33 tahun 2004 dimana dapat di-

tangkup prinsip-prinsip dan arah baru dalam pengeloluan
sektor pendidikan dengan mengacu pada pembagian ke-
mean«hnhmdm pemerintah daerah

(provinsi dan kabupaten/kota) serta perimbangan keuan-
gan antars pusat dan daersh. Ditengah ketatnyu birokrasi
pendidikan yang mengakibatkan rendahnya hnllnspew- :
didikan ternyata teluh menjadi bagian dari ketidakpuasan
pemerintah (Legislatif

masyarakat, hal ini mendorong
dan Eksekutif) mengambil kebijakan politik mencari ja-
lan keluar yang rasional sebagai upayn pemecahan untuk

memtong birokrasi yang kaku dan sentralistik melalui

suatu aturan perundang-undangan.
mﬁhdwmﬁdmhwmm-
sangat tergantung pada pembagian K !
dugpmdudikmmnkmdhmnlpcmmm
danpemmmhdn«ahdkmum.wu m.,
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nas dimang beberapa muatan dalum Kebijakan ini sécary
tidak langsung mencoba melakukan perbaikan mutu
pendidikan.Untuk itulah partisipasi orang tua, masyarn-
kat. dan gury sangat penting untuk mereformasi pendi-
dikan ini, selain memecahkan masalah finansial melalui
lsmkaﬁ-lanalmh yang diformulasi pemerintah baik pusat
maupun daerah, Hak atas pendidikan melibatkan empat
permainan kunci: pemerintah sebagai penyedia dan/atau
pembiaya sekolah publik, sianak sebagai pemegang hak
atas pend&iik dan pemegang tugas untuk mengikuti ke
tentuan-ketentuan wajib belajar, orang tua si anak yang
merupakan pendidik pertama, dan pendidik profesional
yaitu para guru.

Berangkat dari ide otonomi pendidikan muncul be-
berapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala
dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu:

A. Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah Pada
dasarnya kualitas pendidikan dapat ditinjau dari segi
prousdun produk. Pendidikan discbut berkualitas dari
segi proses jika proses belajor mengajar berlangsung
secara cfektif, dan peserta didik mengalami pembela-
Jaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitus
dari segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri
sebagai berikut : a) peserta didik menunjukksn pen-
guasaan yang tinggi terhadap tugas-iugas belajar
(learning task) yang harus dikussai dengan tujuan
dan sasnran pendidikan, disntaranys hasil belajar aka-
demik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kuali-
tas internaf); b) hasil pendidikan sesuai dengan kebu-
tuhan peserta didik dulam kehidupan sehinggs dengan
belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuaty,
tetupi dapat melakokan sesuntu yang fungsional dalam
kehidupannya (learning and learning), ¢) hasil pendi-
khususnya dunia kerja. Menghadapi kondisi ini maka
dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang
benwupu pada kompetensi guru dan kesejahteraan-

B. Rsfumsi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-
Dacrah Perlu dilakukan penataan tentang hubungan
keuangan antara Pusat-Daerah menyangkut pengelo-
laan pendapatun (revenue) dun penggunnannya (ex-
m)mmhmnmhmnmm

pun pembangunan daerah dalam rangka memberikan
.m publik yang berkualitas. Sumber keuangan
 diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perim-
bangan, pinjaman deerah dan lain-lain pendapatan
yang sysh dengan melakukan pemertaan diharapkan
 dapat mendukung pelaksanann kegiatan pada suatu
M terutarma pldn docrah miskin Bila dimung-

kam oleh kebijokan pemerintah dacrah. Bila pemerin-
* tah daerah memiliki political will yang baik dan kuat



terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup
\mmmmawwwu.s@

“badan leghlnlfhmn dlbeadqnhndmmemm
[ m_w_mum muuldi mitra yang. baik.

Dnyl yang dimlllki setiap dnemh tidak
seluruh Indonesin. Untuk itu, pemerin-
mhmpmmpm pckumdlmiliki

kat yang berbudayn dan berdaya saing tingai

Wbmmiﬁwummnmww
maju di dunia.Otonomi pendidikun pada kerangkn oto-
nomi daernh membawa konsekunsi yang cukup dilenvatis
di kalangon persckolahan. Pada satu sisi lembaga pen-
didikan harus mandiri dalam mewujudkan kualitasnya,
pada sisi lain lembaga pendidikan masih banyak memi-
liki kehmum(penﬂukm).ﬂmmdcm&hn.pdum
otonomi pendidikan, sekolah harus mampu

dengan lembaga pendidikan lain dalam hal peningkatan
Kkualitas lulusannys.
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